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BAB II 

KAJIAN TEORI TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM  DAN 

MALPRAKTEK DALAM LINGKUP HUKUM KESEHATAN 

 

A. Hukum Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan 

1. Pengertian Hukum Kesehatan 

Hukum kesehatan termasuk hukum “lex specialis”, melindungi secara 

khusus tugas profesi kesehatan (provider) dalam program pelayanan 

kesehatan manusia menuju ke arah tujuan deklarasi “health for all” dan 

perlindungan secara khusus terhadap pasien “receiver” untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan17. Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak 

dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima 

pelayanan, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat.18 

Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia dalam anggaran dasarnya 

menyatakan “Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang 

berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan 

penerapannya serta hak dan kewajiban baik perorangan dan segenap lapisan 

masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak 

penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi; sarana 

pedoman medis nasional atau internasional, hukum di bidang kedokteran, 

yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran kesehatan. Yang 

                                                            
17 Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, 

hlm.16. 
18 Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, 

hlm.44.  
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dimaksud dengan hukum kedokteran ialah bagian hukum kesehatan yang 

menyangkut pelayanan medis”.19 

Hukum kesehatan menurut H.J.J. Lennen adalah keseluruhan 

ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan 

kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum administrasi 

negara, dan hukum pidana dalam kaitannya dengan hal tersebut. 20 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum kesehatan adalah 

seluruh kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan pelayanan kesehatan. Sumber hukum kesehatan tidak hanya bertumpu 

pada hukum tertulis (undang-undang), namun juga pada jurisprudensi, traktat, 

konsensus, dan pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran (termasuk 

doktrin).21 

2. Pengertian dan Pengaturan Pelayanan Kesehatan 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di 

samping sandang pangan dan papan, tanpa hidup yang sehat, hidup manusia 

menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak mungkin dapat 

melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Selain itu orang yang sedang 

sakit (pasien) yang tidak dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri, tidak ada 

pilihan lain selain meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat 

menyembuhkan penyakitnya dan tenaga kesehatan tersebut akan melakukan 

                                                            
19 Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, 

Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 11. 
20 Ibid., hlm. 13. 
21 Ta’adi, Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat, Buku Kedokteran EGC, 

Jakarta, 2013, hlm. 5. 
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apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dengan cara memberikan 

pelayanan kesehatan.22 

Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 1 Ayat (11) Ketentuan Umum yang 

berbunyi :  

“Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian 
kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan 
berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, 
peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan 
kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”. 
 

Kemudian dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa: 

1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan 
pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara 
pelayanan kesehatan 

2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan 
pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 
dalam hal: 
a. Perintah undang-undang; 
b. Perintah pengadilan; 
c. izin yang bersangkutan; 
d. kepentingan masyarakat; atau 
e. kepentingan orang tersebut. 

 

Didalam ketentuan Umum yang ada pada Undang-undang Kesehatan 

memang tidak disebutkan secara jelas mengenai Pelayanan Kesehatan namun 

hal tersebut tercermin dari Pasal 1 Ketentuan Umum Ayat (11) bahwa upaya 

kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka untuk kepentingan kesehatan di masyarakat. 

walaupun tidak diuraikan secara jelas mengenai pelayanan kesehatan namun 
                                                            

22 Wila Chandrawila, 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, hlm 35. 
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kita dapat memahaminya melalui pengertian-pengertian yang dikemukakan 

oleh para sarjana sebagai berikut ini :  

Menurut Levey dan Loomba Pelayanan Kesehatan Adalah upaya yang 

diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan 

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, 

kelompok, atau masyarakat. 

Jadi pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang 

tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), 

preventif ( pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) 

kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat dan 

lingkungan.Yang dimaksud sub sistem disini adalah sub sistem dalam 

pelayanan kesehatan adalah input, proses, output, dampak, umpan balik23 

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Levey dan Loomba 

Hendrojono Soewono juga menyebutkan bahwa yang dimaksud pelayanan 

kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau 

bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara 

kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan 

kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, kelompok/masyarakat.24 

Begitupula dengan apa yang dikemukakan oleh Wiku Adisasmito 

bahwa Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang ditujukan 

                                                            
23http://peterpaper.blogspot.com/2010/04/pelayanan-kesehatan-1.html? diunduh pada 

tanggal 30 november 2015 pukul 07.45 
24Hendrojono, Soewono, Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokteran 

dalam Transaksi Teurapetik, Surabaya, Srikandi 2007, Hlm 100-101. 
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untuk meningkatkan derajat suatu masyarakat yang mencakup kegiatan 

penyuluhan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan dan 

pemulihan kesehatan yang diselenggarakan secara terpadu dan 

berkesinambungan yang secara sinergis berhasil guna dan berdaya guna 

sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.25 

3. Asas-asas dalam Pelayanan Kesehatan 

Bilamana ditinjau dari kedudukan para pihak di dalam pelayanan 

kesehatan, dokter dalam kedudukannya selaku profesional di bidang medik 

yang harus berperan aktif, dan pasien dalam kedudukannya sebagai penerima 

layanan kesehatan yang mempunyai penilaian terhadap penampilan dan mutu 

pelayanan kesehatan yang diterimanya. Hal ini disebabkan, dokter bukan 

hanya melaksanakan pekerjaan melayani atau memberi pertolongan semata-

mata, tetapi juga melaksanakan pekerjaan profesi yang terkait pada suatu 

kode etik kedokteran. Dengan demikian dalam kedudukan hukum para pihak 

di dalam pelayanan kesehatan menggambarkan suatu hubungan hukum dokter 

dan pasien, sehingga di dalam pelayanan kesehatan pun berlaku beberapa asas 

hukum yang menjadi landasan yuridisnya. 

Menurut Veronica Komalawati yang mengatakan bahwa, asas-asas 

hukum yang berlaku dan mendasari pelayanan kesehatan dapat disimpulkan 

secara garis besarnya sebagai berikut26: 

                                                            
25 Wiku Adisasmito, 2008, Kebijakan Standar Pelayanan Medik dan Diagnosis Related 

Group (DRG), Kelayakan Penerapannya di Indonesia, Jakarta, Fak. Kesehatan Masyarakat, UI. 
Hlm. 9. 

26 Veronica Komalawati, , Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terepeutik 
(Persetuajuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien); Suatu Tinjauan Yuridis,  PT.Citra Aditya 
Bhakti, Bandung, 2002, hal. 126-133. 
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a. Asas Legalitas  

Asas ini pada dasarnya tersirat di dalam Pasal 23 ayat (1), (2) dan 

(3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

menyatakan bahwa ; 

1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan;  

2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan bidang keahlian yang dimiliki;  

3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tenaga 
kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.  

 
 

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka pelayanan kesehatan 

hanya dapat diselenggarakan apabila tenaga kesehatan yang bersangkutan 

telah memenuhi persyaratan dan perizinan yang diatur dalam Undang-

Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, terutama Pasal 29 

ayat (1) dan (3) yang antara lain berbunyi sebagai berikut :  

1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik 
kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda 
registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi;  
 

3) Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat 
tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan :  

 
a. Memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, 

atau dokter gigi spesialis;  
b. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan 

sumpah/ janji dokter atau dokter gigi;  
c. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;  
d. Memiliki sertifikat kompetensi 
e. Membuat pernyataan akan mematuhi dan 

melaksanakan ketentuan etika profesi.  
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Di samping persyaratan-persyaratan tersebut di atas, dokter atau 

dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan harus pula memiliki 

izin praktik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2009 Praktik Kedokteran sebagai berikut :  “Setiap 

dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia 

wajib memiliki surat Izin Praktik”.  

Selanjutnya, surat izin praktik ini akan diberikan jika telah dipenuhi 

syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan secara tegas di dalam ketentuan 

Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa : 

1) Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus :  

a. memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda 

registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32;  

b.  mempunyai tempat praktik; dan  

c. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.  

Dari ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa, keseluruhan 

persyaratan tersebut merupakan landasan legalitasnya dokter dan dokter 

gigi dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Artinya, “asas legalitas” 

dalam pelayanan kesehatan secara latern tersirat dalam Undang-Undang 

No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.  
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b. Asas Keseimbangan  

Menurut asas ini, penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus 

diselenggarakan secara seimbang antara kepentingan individu dan 

kepentingan masyarakat, antara fisik dan mental, antara material dan 

spiritual. Di dalam pelayanan kesehatan dapat pula diartikan sebagai 

keseimbangan antara tujuan dan sarana, antara sarana dan hasil, antara 

manfaat dan risiko yang ditimbulkan dari pelayanan kesehatan yang 

dilakukan. Dengan demikian berlakunya asas keseimbangan di dalam 

pelayanan kesehatan sangat berkaitan erat dengan masalah keadilan. 

Dalam hubungannya dengan pelayanan kesehatan, keadilan yang 

dimaksud sangat berhubungan dengan alokasi sumber daya dalam 

pelayanan kesehatan.  

c. Asas Tepat Waktu  

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, asas tepat waktu ini 

merupakan asas yang cukup krusial, oleh karena sangat berkaitan dengan 

akibat hukum yang timbul dari pelayanan kesehatan. Akibat kelalaian 

dokter untuk memberikan pertolongan tepat pada saat yang dibutuhkan 

dapat menimbulkan kerugian pada pasien. Berlakunya asas ini harus 

diperhatikan dokter, karena hukumnya tidak dapat menerima alasan 

apapun dalam hal keselamatan nyawa pasien yang terancam yang 

disebabkan karena keterlambatan dokter dalam menangani pasiennya. 
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d. Asas Itikad Baik  

Asas itikad baik ini pada dasarnya bersumber pada prinsip etis 

untuk berbuat baik pada umumnya yang perlu pula diaplikasikan dalam 

pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan. 

Dokter sebagai pengemban 26 profesi, penerapan asas itikad baik akan 

tercermin pada sikap penghormatan terhadap hak-hak pasien dan 

pelaksanaan praktik kedokteran yang selalu patuh dan taat terhadap 

standar profesi. Kewajiban untuk berbuat baik ini tentunya bukan tanpa 

batas, karena berbuat baik harus tidak boleh sampai menimbulkan 

kerugian pada diri sendiri.  

e. Asas Kejujuran  

Kejujuran merupakan salah satu asas yang penting untuk dapat 

menumbuhkan kepercayaan pasien kepada dokter dalam pelayanan 

kesehatan. Berlandaskan asas kejujuran ini dokter berkewajiban untuk 

memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien, yakni 

sesuai standar profesinya. Penggunaan berbagai sarana yang tersedia pada 

institusi pelayanan kesehatan, hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

pasien yang bersangkutan.  

Di samping itu, berlakunya asas ini juga merupakan dasar bagi 

terlaksananya penyampaian informasi yang benar, baik dari pasien 

maupun dokter dalam berkomunikasi. Kejujuran dalam menyampaikan 

informasi sudah barang tentu akan sangat membantu dalam kesembuhan 
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pasien. Kebenaran informasi ini sangat berhubungan dengan hak setiap 

manusia untuk mengetahui kebenaran.  

f. Asas Kehati-hatian  

Kedudukan dokter sebagai tenaga profesional di bidang kesehatan, 

mengharuskan agar tindakan dokter harus didasarkan atas ketelitian dalam 

menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pelayanan kesehatan. 

Karena kecerobohan dalam bertindak yang mengakibatkan terancamnya 

jiwa pasien, 27 dapat berakibat dokter terkena tuntutan pidana.  

Asas kehati-hatian ini secara yuridis tersirat di dalam Pasal 58 ayat 

(1) yang menentukan bahwa; “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi 

terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan 

yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam 

pelayanan kesehatan yang diterimanya”. 

 Dalam pelaksanaan kewajiban dokter, asas kehati-hatian ini 

diaplikasikan dengan mematuhi standar profesi dan menghormati hak 

pasien terutama hak atas informasi dan hak untuk memberikan persetujuan 

yang erat hubungannya dengan informed consent dalam transaksi 

terapeutik.  

g. Asas Keterbukaan  

Salah satu asas yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 

36 tahun 2009 adalah asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, 

yang secara tersirat di dalamnya terkandung asas keterbukaan.  
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Hal ini dapat diinterpretasikan dari Penjelasan Pasal 2 angka (9) 

yang berbunyi ; “Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti 

bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban 

masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum”  

Pelayanan kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna hanya 

dapat tercapai bilamana ada keterbukaan dan kesamaan kedudukan dalam 

hukum antara dokter dan pasien dengan didasarkan pada sikap saling 

percaya. Sikap tersebut dapat tumbuh apabila dapat terjalin komunikasi 

secara terbuka antara dokter dan pasien, di mana pasien dapat memperoleh 

penjelasan. 

4. Hal-hal yang Mempengaruhi dalam Pelayanan Kesehatan 

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk 

mengatur hakhak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum agar masing-

masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan 

mendapatkan haknya secara wajar. Menurut Sudikno Mertokusumo, 

sebagaimana yang dikutip dari bukunya Marwan Mas27 menyebutkan bahwa 

hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar 

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan 

hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga 

karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi karena subjek hukum 

tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena 

                                                            
27 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor,2004, hlm. 116. 
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melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-

haknya harus mendapatkan perlindungan hukum. 

Fungsi hukum sebagai instrument pengatur dan instrument 

perlindungan ini diarahkan pada satu tujuan, yaitu untuk menciptakan suasana 

hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan 

adil. Ada juga yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur 

masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di 

antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-

kepentingan manusia tertentu (baik materiil maupun ideal), kehormatan, 

kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang 

merugikannya). Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai jika masing-masing 

subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan 

kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.28 

Adanya kewajiban pemerintah memberikan perlindungan hukum 

kepada warga negaranya merupakan faktor yang mempengaruhi adanya 

perlindungan hukum itu sendiri, dengan adanya kewajiban pemerintah ini 

maka pemerintah diharuskan untuk menjaga agar hak-hak warga negaranya 

dapat dijamin oleh Negara atau pemerintah agar hak-hak yang melekat pada 

warga negaranya dapat terlindungi maka disini ada yang dinamakan 

perbuatan pemerintah yaitu perbuatan pemerintah membuat peraturan 

perundang-undangan. Perbuatan pemerintah membuat peraturan perundang-

undangan misalnya dibuatnya Undangundang Perlindungan Konsumen untuk 

                                                            
28 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,2000,  hlm. 53. 
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melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh orang atau badan hukum.29 

Dalam pemberian layanan kesehatan menyangkut hubungan antara 

tenaga kesehatan dan konsumen (pasien) telah lama mengemuka pentingnya 

perlindungan hukum bagi kedua belah pihak tersebut. Menurut Undang – 

Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan , tenaga kesehatan 

disini dikelompokan menjadi :  

a. tenaga medis; 

b. tenaga psikologi klinis; 

c. tenaga keperawatan; 

d. tenaga kebidanan; 

e. tenaga kefarmasian; 

f. tenaga kesehatan masyarakat; 

g. tenaga kesehatan lingkungan; 

h. tenaga gizi; 

i. tenaga keterapian fisik; 

j. tenaga keteknisian medis; 

k. tenaga teknik biomedika; 

l. tenaga kesehatan tradisional; dan 

m. tenaga kesehatan lain. 

                                                            
29 Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada,  Jakarta,. 2007, 

Hlm. 279- 289. 



36 
 

Dengan adanya asas-asas ini dapat menampung aspirasi rakyat untuk 

dapat melindungi hak dan kewajibannya. Sudah tidak pada tempatnya 

mempertahankan hubungan yang bersifat paternalistik antara tenaga medis 

dan pasien. Sifat paternalistis muncul dalam ungkapan-ungkapan semacam 

“dokterlah yang paling tahu, apa yang menurut anda baik” atau “saya 

pasrahkan saja pada dokter, apa yang menurut dokter merupakan tindakan 

terbaik”30 

Saat ini fenomena yang mengedepankan pasien tidak lagi semata-mata 

menerima tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis. sebab pada 

prinsipnya transaksi teurapetik (penyembuhan) antara dokter dan pasien 

bertumpu pada salah satu hak dasar manusia yaitu hak untuk menentukan 

nasibnya sendiri (the right to self determination). Dalam transaksi teurapetik 

ini, hubungan tenaga medis dan pasien dikuasai perikatan berdasarkan daya 

upaya/usaha maksimal untuk menyembuhkan pasien, tetapi tidak menjanjikan 

kesembuhan31 

Ketika pasien mempertanyakan salah satu hak dasar manusia yaitu 

hak untuk menentukan nasibnya sendiri tadi, sebaliknya tenaga medislah 

yang menentukan apa yang baik atau apa yang buruk bagi pasiennya 

berdasarkan pertimbangan profesinya. Pertimbangan profesi inilah 

menimbulkan adanya ketaatan seorang tenaga kesehatan terhadap 

                                                            
30 Ibid, hlm .124. 
31 Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafika Tama Jaya, Jakarta,1991,  

hlm. 42. 
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profesinyayang secara tidak langsung menimbulkan adanya perlindungan 

hukum terhadap pasien itu sendiri32 

Adanya tanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan 

kepada pasien oleh tenaga kesehatan menimbulkan adanya perlindungan 

hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan, hal ini 

disebabkan karena setiap orang berhak dan wajib mendapatkan kesehatan 

dalam derajat yang optimal dalam hal ini setiap pasien yang diberikan 

pelayanan kesehatan berhak dan wajib mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang optimal dari tenaga kesehatan. 

Sedang sakit atau tidak, setiap anak manusia memang memerlukan 

pelayanan kesehatan. Mereka pada dasarnya ingin tetap sehat jasmani dan 

rohani, malah sebagian orang menginginkan derajat kesehatan yang lebih 

tinggi. Diakui atau tidak saat ini sedang terjadi perubahan pola prilaku 

interaksi antara penyedia jasa dan penerima jasa kesehatan. Pasien tidak lagi 

semata-mata orang sakit yang memerlukan pertolongan dokter. Terjadi 

pergeseran orientasi dari pelayanan kesehatan beralih ke industry kesehatan. 

Beberapa peralatan canggih seperti ultrasonografi (USG), Skaning Tomografi 

Komputer (CTS), dan Litoripsi Gelombang Kejut Ekstrakorporeal (ESWL) 

merupakan investasi yang tergolong mahal bagi penyedia jasa layanan 

kesehatan, namun disini penyedia layanan kesehatan juga harus dapat 

                                                            
32 Soerjono Soekanto, Aspek Hukum dan Etika Kedokteran, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 26-

27. 
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bertindak hati-hati terhadap pelayanan kesehatan yang diberikannya agar 

tidak merugikan pasien33 

Dari penjelasan diatas maka faktor yang mempengaruhi adanya 

tanggungjawab Hukum terhadap pasien sebagai konsumen adalah adanya 

peraturan mengenai tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya atau 

pada saat memberikan pelayanan kesehatan diwajibkan untuk memberikan 

pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang 

berlaku. Dalam hal ini adanya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan memberikan batasan-batasan tertentu kepada pemberi pelayanan 

kesehatan agar pada saat memberikan pelayanan kesehatan tidak bertentangan 

atau melanggar ketentuan dari kedua Undang-undang tersebut, bahkan kepada 

institusi kesehatan seperti rumah sakit terdapat Undang-undang tersendiri 

yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dan bagi 

tenaga kesehatannya terdapat Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang 

Tenaga Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Standar 

Pelayanan Kesehatan yang harus diberikan kepada pasien. Dengan adanya 

peraturan perundang-undangan serta peraturan menteri ini akan dijadikan 

pedoman pada saat melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien 

sehingga secara langsung mempengaruhi adanya tanggung Jawab terhadap 

pasien. 

Selain harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan, tenaga 

kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan harus patuh terhadap etika 

                                                            
33 Op.Cit, hlm. 134. 
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profesinya sebagai tenaga kesehatan. Etika profesi adalah norma-norma, 

nilai-nilai, atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam 

memberikan pelayanan atau “jasa” kepada masyarakat. Etika profesi 

kesehatan adalah norma-norma atau perilaku bertindak bagi petugas atau 

profesi kesehatan dalam melayani kesehatan masyarakat.34 

Setelah membahas mengenai tenaga kesehatan dan pelayanan 

kesehatan yang harus mematuhi peraturan sebagai faktor yang mempengaruhi 

adanya perlindungan hukum dan tanggungjawab hukum terhadap pasien, 

disini juga tidak terlepas pada peran serta pasien untuk memperoleh 

perlindungan hukum tersebut. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya 

bahwa pasien mempunyai hak dan kewajiban, berkaitan dengan hak dan 

kewajiban inilah yang menentukan adanya perlindungan hukum terhadap 

pasien, untuk mendapatkan haknya pasien juga harus memenuhi 

kewajibannya, baik kewajiban secara moral maupun secara yuridis. Secara 

moral pasien berkewajiban memelihara kesehatan dan menjalankan aturan-

aturan perawatan sesuai dengan nasihat dokter atau tenaga kesehatan yang 

memberikan pelayanan kesehatan seperti kewajiban untuk memberikan 

informasi, kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan, 

kewajiban untuk berterus terang apabila timbulnya masalah dalam 

hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan, kewajiban memberikan 

                                                            
34 Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rieneka Cipta, Jakarta,2010,  

hlm. 36. 
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imbalan jasa, dan kewajiban memberikan ganti rugi, apabila tindakannya 

merugikan dokter atau tenaga kesehatan35 

Itulah hal-hal yang mempengaruhi adanya perlindungan hukum 

terhadap pasien untuk mendapatkan tanggungjawab hukum sebagai 

konsumen kesehatan, jadi adanya perlindungan hukum tersebut dipengaruhi 

oleh adanya peraturan hukum dan kode etik tenaga kesehatan yang 

diharuskan memberikan pelayanan kesehatan yang benar dalam upaya 

melindungi pasien dan dalam perlindungan hukum itu sendiri, pasien 

berperan untuk melindungi dirinya sendiri dengan cara melaksanakan 

kewajibannya sebagai seorang pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. 

5. Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009 Tentang 

Kesehatan pada Pasal 1 antara lain : 

a. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan 

kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. 

b. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan 

terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. 

c. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan 

penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian 

                                                            
35 Bahder Johan, Op.Cit. hlm 34. 
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penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat 

terjaga seoptimal mungkin. 

d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian 

kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat 

sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang 

berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai 

dengan kemampuannya. 

e. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan 

dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan 

keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang 

berlaku di masyarakat. 

 

B. Tanggung Jawab Hukum 

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum 

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu 

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh 

dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya).36 Dalam kamus 

hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk 

melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya37. Menurut hukum 

tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensikebebasan seorang 

                                                            
36Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 576. 
37Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005. 
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tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moraldalam 

melakukan suatu perbuatan.38 

Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang 

tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut 

juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak 

dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut. 

Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim 

mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut 

dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban 

ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikansebagai 

kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu 

tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.39 

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus 

mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi 

seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan 

kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya40. 

 

2. Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata 

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab 

seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan 

                                                            
38Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 
39 Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Pasca Sarjana, 

Medan 2008, hlm. 4 
40 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, 

Jakarta, 2010, hlm 48 
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hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan 

perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup 

perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi 

jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan 

bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan 

perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk 

melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.41 

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan 

perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang 

dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian 

bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan 

melawan hukum, yaitu sebagai berikut:42 

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan  

b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur 

kesengajaan maupun kelalaian)  

c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian 

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:
43

 

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan 

kelalaian) sebagaimanapun terdapat dalam Pasal 1365 

KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang 

                                                            
41Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 

2001), hlm 12   
42 Djojodirdjo,Moegni, Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) 

untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 
1979), hlm. 53   

43www.oocities.org/ilmuhukum/babii.doc, diakses pada tanggal 29 Januari 2017  
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membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang 

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut”.  

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata yaitu: 

“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang 

disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.  

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat 

dalam  Pasal 1367 KUHPerdata yaitu:  

1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk 
kerugian yang disebabkan karena perbuatannya 
sendiri, tetapi juga untuk kerugain yang disebabkan 
karena perbuatan orang-orang yang menjadi 
tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang 
yang berada dibawah pengawasannya;  

2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang 
kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum 
dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa 
mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali; 

3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat 
orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan 
mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian 
yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-
bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk 
mana orang-orang ini dipakainya;  

4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang 
bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan 
oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama 
waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan 
mereka; 

5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berkahir, jika 
orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang 
itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah 
perbuatan untuk mana mereka seharusnya 
bertanggung jawab. 
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Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata 

melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasti. 

Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. 

Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang 

melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban 

yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan 

atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan 

wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan 

melawan hukum didasarkan adanya hubugan hukum, hak dan kewajiban yang 

bersumber pada hukum44.  

 

3. Macam – Macam Tanggung Jawab 

Macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut:45 

a) Tanggung jawab dan Individu  

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat 

bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan 

mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau 

tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang 

tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri 

yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu 

tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.  

                                                            
44 Djojodirdjo,  Moegni, Op.Cit, hlm. 55   
45Widiyono, Wewenang Dan Tanggung Jawab, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 27 
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Friedrich August von Hayek mengatakan bahwa 46 “Semua 

bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu 

pada tanggungjawab individu”. Istilah tanggungjawab bersama 

umumnya hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab 

itu sendiri. Dalam tanggungjawab politis sebuah masalah jelas bagi 

setiap pendelegasian kewenangan (tanggungjawab). Pihak yang 

disebut penanggungjawab tidak menanggung secara penuh akibat dari 

keputusan mereka. Risiko mereka yang paling besar adalah dibatalkan 

pemilihannya atau pensiun dini. Sementara sisanya harus ditanggung si 

pembayar pajak. Karena itulah para penganut liberal menekankan pada 

subsidiaritas, pada keputusan-keputusan yang sedapat mungkin 

ditentukan di kalangan rakyat yang notabene harus menanggung akibat 

dari keputusan tersebut.  

 
b) Tanggung jawab dan kebebasan  

Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang 

yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan 

mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang 

mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun 

atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan 

bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan 

sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal 

                                                            
46 Friedrich august von hayek, Tanggung jawab individu, Pradya Paramitha, jakarta, 

2001,  hlm. 102 
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hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambilalih 

tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang 

mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran seperlunya kepada 

masyarakat atau negara. Kebebasan berarti tanggungjawab; Itulah 

sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya.  

George Bernard Shaw mengatakan bahwa47“Persaingan yang 

merupakan unsur pembentuk setiap masyarakat bebas baru mungkin 

terjadi jika ada tanggungjawab individu. Seorang manusia baru akan 

dapat menerapkan seluruh pengetahuan dan energinya dalam bentuk 

tindakan yang efektif dan berguna jika ia sendiri harus menanggung 

akibat dari perbuatannya, baik itu berupa keuntungan maupun 

kerugian. Justru di sinilah gagalnya ekonomi terpimpin dan 

masyarakat sosialis: secara resmi memang semua bertanggungjawab 

untuk segala sesuatunya, tapi faktanya tak seorangpun 

bertanggungjawab. Akibatnya masih kita alami sampai sekarang.” 

c) Tanggungjawab sosial  

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah 

tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, 

lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari 

penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas 

muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan 

dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.  

                                                            
47George Bernard Shaw, Persaingan Masyrakat, Rajawali press, jakarta, 1999, hlm. 90 
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Untuk mengimbangi “tanggungjawab sosial” tersebut 

pemerintah membuat sejumlah sistem, mulai dari Lembaga Federal 

untuk Pekerjaan sampai asuransi dana pensiun yang dibiayai dengan 

uang pajak atau sumbangan-sumbangan paksaan. Institusi yang terkait 

ditentukan dengan keanggotaan paksaan. Karena itu institusi-institusi 

tersebut tidak mempunyai kualitas moral organisasi yang bersifat 

sukarela. Orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi seperti ini 

adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri 

sendiri dan orang lain.Semboyan umum semua birokrat adalah 

perlindungan sebagai ganti tanggungjawab. 

d) Tanggung jawab terhadap orang lain  

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi 

juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap 

orang lain. Secara tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia 

saling memberikan tanggung jawabnya. Si orang tua 

bertanggungjawab kepada anaknya, anggota keluarga saling 

tanggungjawab. Anggota keluarga saling membantu dalam keadaan 

susah, saling mengurus di usia tua dan dalam keadaan sakit. Ini 

khususnya menyangkut manusia yang karena berbagai alasan tidak 

mampu atau tidak mampu lagi bertanggungjawab terhadap dirinya 

sendiri secara penuh. Ini terlepas dari apakah kehidupan itu berbentuk 

perkawinan atau tidak. Tanggungjawab terhadap orang lain seperti ini 

tentu saja dapat diterapkan di luar lingkungan keluarga. Bentuknya 
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bisa beranekaragam. Yang penting adalah prinsip sukarela – pada 

kedua belah pihak. Pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya 

sendiri tidak boleh digantikan dengan perwalian.  

e) Tanggungjawab dan risiko  

Dalam masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai 

risiko. Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan 

penanganan medis yang sangat mahal. Atau membuat orang 

kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara 

untuk mengamankan dari risiko tersebut, misalnya dengan asuransi. 

Untuk itu tidak diperlukan organisasi pemerintah, melainkan hanya 

tindakan setiap individu yang penuh tanggungjawab dan bijaksana. 

 

4. Tanggung Jawab dalam Pelayanan Kesehatan 

Pertanggungjawaban dalam hal pelayanan kesehatan atau pelayanan 

medis yang mana pihak pasien merasa dirugikan maka perlu untuk diketahui 

siapa yang terkait di dalam tenaga medis tersebut. Tenaga medis yang 

dimaksud adalah dokter yang bekerjasama dengan tenaga profesional lain di 

dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan medis kepada pasien. 

Apabiladalam tindakan medis terjadi kesalahan dan mengakibatkan 

kerugian terhadap pasien, maka tanggung jawab tidak langsung kepada pihak 

rumah sakit, terlebih dahulu harus melihat apakah kesalahan tersebut 

dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang lain. Setiap masalah yang 

terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja perlu diteliti terlebih dahulu. 
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Apabila kesalahan dilakukan oleh dokter, maka rumah sakit yang 

bertanggung jawab secara umumnya dan dokter sebagai pelaksana tindakan 

medis dapat dikenakan sanksi. 

Dengan demikian pertanggungjawaban dalam hal pelayanan kesehatan 

merupakan pertanggungjawaban yang terjadi karena adanya unsur kesalahan 

atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang merugikan pasien. 

Rumah sakit sebagai pihak yang mempekerjakan tenaga kesehatannya harus 

ikut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatannya tersebut.  

Bisa dilihat Tanggung Jawab dalam Hukum Kesehatan diatur dalam 

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sebagai berikut : 

1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap 
seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara 
kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan 
atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang 
diterimanya. 

2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan 
tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan 
seseorang dalam keadaan darurat. 

3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

C. Malpraktik 

1. Pengertian Malpraktik 

Pengertian malpraktik secara umum menyebutkan adanya 

ketidakcakapan yang tidak dapat diterima yang diukur dengan ukuran yang 

terdapat pada tingkat keterampilan sesuai dengan derajat ilmiah yang 
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lazimnya dipraktikkan pada setiap situasi dan kondisi di dalam komunitas 

anggota profesi yang mempunyai reputasi dan keahlian rata-rata. 

Malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh 

tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan 

standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau 

kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia. 

M. Jusuf Hanafiah mendefinisikan malpraktik adalah:48 

“Sebuah tindakan yang atas dasar kelalaian dalam mempergunakan 

tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam 

mengobati pasien atau orang terluka menurut ukuran di lingkungan yang 

sama.” 

Soekidjo Notoatmodjo mendefinisikan malpraktik sebagai berikut:49 

“Malpraktik berasal dari kata ‘mal’ artinya salah atau tidak 

semestinya, sedangkan ‘praktik’ adalah proses penangan kasus (pasien) dari 

seseorang professional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah 

ditentukan oleh kelompok profesinya. Sehingga malpraktik dapat diartikan 

mealakukan tindakan atau praktik yang salah satu menyimpang dari ketentuan 

atau prosedur yang baku. Dalam bidang kesehatan, malpraktik adalah 

penyimpangan penanganan kasus atau masalah keshatan (termasuk penyakit) 

oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita 

atu pasien.” 

                                                            
48M. Jusuf Hanafiah, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta, 2003, hlm. 

117. 
49Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Renika Cipta, Jakarta, 2010, 

hlm.167 
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Selanjutnya menurut Munir Fuady, pengertian malpraktik adalah 

sebagaiberikut:50 

“Kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat 

keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau 

orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama, yang dimaksud 

kelalaian di sini adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa 

yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, tapi 

sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan 

melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan 

melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medis (standar 

profesi dan standar prosedur operasional).”  

Dengan demikian malpraktik itu sebenarnya mempunyai suatu 

pengertian yang luas yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Dalam arti umum: suatu praktek yang buruk, yang tidak memenuhi 

standar yang telah ditentukan oleh profesi. 

b. Dalam arti khusus malpraktik dapat diterjemahkan dalam: 

1) Menentukan diagnosis, misalnya: diagnosisnya sakit maag, 

tetapi ternyata sakit liver. 

2) Menjalankan informasi, misalnya: seharusnya yang dioperasi 

mata sebelah kanan, tetapi dilakukan pada mata yang kiri. 

3) Selama menjalankan perawatan. 

                                                            
50Munir Fuady, Sumpah Hippocrates dan Aspek Malpraktik Dokter, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2005, hlm. 4. 



53 
 

4) Sesudah perawatan, tetntu saja dalam batas waktu yang telah 

ditentukan. 

Hubungan antara tenaga kesehatan (terutama dokter) dengan pasien 

yang lahir dari transaksi terapeutik, selain menyangkut aspek hukum perdata 

juga menyangkut aspek hukum pidana. Aspek pidana baru timbul apabila dari 

pelayanan kesehatan yang dilakukan sebab dalam perjanjian terapeutik yang 

harus dipenuhi adalah upaya penyembuhan dengan kesungguhan. Dengan 

demikian apabila pasien ata ukeluarganya mengajukan gugatan berdasarkan 

wanprestasi, pasien harus membuktikan bahwa pelayanan kesehatan yang 

diterimanya tidak sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam 

informed consent atau tenaga kesehatan menggunakan obat secara keliru atau 

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. 

2. Jenis-Jenis Malpraktik 

Malpraktik dapat diartikan sebagai praktik yang buruk yang dilakukan 

oleh dokter atau tenaga kesehatan yang lain (apoteker, bidan, perawat, ahli 

terapi dan tenaga kesehatan lainnya) yang dilakukan baik karena kesengajaan 

maupun kealpaan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pasien, yang 

menyebabkan tenaga medis yang melakukan malpraktik tersebut harus 

bertanggung jawab baik secara pidana, perdata maupun administrasi. 

Adami chazawi membedakan malpraktik menjadi dua bentuk yaitu, 

malpraktik etik dan malpraktik yuridis, ditinjau dari segi etik profesi dan segi 

hukum. Setiap malpraktik yuridis sudah pasti malpraktik etik, tetapi tidak 
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semua malpraktik eti kmerupakan malpraktik yuridis. Berikut ini akan 

dijelaskan mengenai malpraktik etikdan malpraktik yuridis :51 

a. Malpraktik Etik 

Malpraktik etik adalah perawat melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan etika perawat. Etika perawat merupakan 

seperangkat standaretis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk 

perawat. 

b. Malpraktik Yuridis 

Malpraktik yuridis dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu malpraktik 

pidana, perdata, dan administrasi. Ketiga bentuk malpraktik yuridis 

tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Malpraktik Perdata 

Malpraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang 

menyebabkan tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) di 

dalam transaksi terapi oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau 

terjadi perbuatan melanggar hukum, sehingga menimbulkan 

kerugian kepada pasien. Adapun isi dari tidak dipenuhinya 

perjanjian tersebut dapat berupa: 

a) Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib 

dilakukan. 

b) Melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib 

dilakukan,tetapi terlambat melaksanakannya. 

                                                            
51Adami Chazawi, Malpraktik Kedokteran, Bayumedia, Malang, 2007, hlm.14 
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c)  Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib 

dilakukan,tetapi tidak sempurna dalam pelaksanaan dan 

hasilnya. 

d) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya dilakukan. 

2) Malpraktik Pidana 

Malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia 

atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya 

kurang hati-hati, atau kurang cermat dalam melakukan upaya 

penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat 

tersebut, misalnya sebagai berikut: 

a) Malpraktik pidana karena kesenjangan (intensional), seperti 

kasus-kasus melakukan aborsi tanpa indikasi 

medis,euthanasia, tidak melakukan pertolongan pada kasus 

gawat diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa 

menolong,serta memberikan surat keterangan dokter kepada 

perawat yang tidak benar. 

b) Malpraktik pidana karena kecerobohan (recklessness),misalnya 

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi 

serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan 

medis. 

c) Malpraktik pidana karena kealpaan (negligence), misalnya 

terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan 
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dokter yang kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya 

alat operasi di dalam rongga tubuh pasien. 

3) Malpraktik Administrasi 

Malpraktek administrasi adalah apabila tenaga kesehatan 

telah melanggar hukum administrasi. Pelanggaran tehadap hukum 

administrasi tersebut antara lain seperti dokter tidak mempunyai 

Surat Izin Kerja, Surat Izin Praktek, atau melanggar batas 

kewenangan tenaga keperawatan. 

a) Apabila tenaga perawatan didakwa telah melakukan kesalahan 

profesi, hal ini bukanlah merupakan hal yang mudah bagi siapa 

saja yang tidak memahami profesi kesehatan dalam 

membuktikan ada dan tidaknya kesalahan. Dalam hal tenaga 

perawatan didakwa telah melakukan ciminal malpractice, harus 

dibuktikan apakah perbuatan tenaga perawatan tersebut telah 

memenuhi unsur tidak pidanya. 

b) Apakah perbuatan (positif act atau negatif act) merupakan 

perbuatan yang tercela. Apakah perbuatan tersebut dilakukan 

dengan sikap batin (mens rea) yang salah (sengaja, ceroboh 

atau adanya kealpaan). 

c) Penyimpangan dari kewajiban (dereliction of duty), yaitu jika 

seorang perawat melakukan asuhan keperawatan menyimpang 

dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang 
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seharusnya dilakukan menurut standar profesinya, maka 

perawat tersebut dapat dipersalahkan. 

d) Untuk dapat dipersalahkan haruslah ada hubungan kausal 

(langsung) antara penyebab (causal) dan kerugian (damage) 

yang diderita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau 

tindakan sela diantaranya, dan hal ini haruslah dibuktikan 

dengan jelas. Hasil (outcome) negatif tidak dapat sebagai dasar 

menyalahkan perawat. Seorang tenaga kesehatan yang tidak 

melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional dan 

standar prosedur tindakan medik berarti telah melakukan 

kesalahan atau kelalaian, yang selain dapat dituntut secara 

hukum pidana, juga dapat digugat ganti rugi secara perdata 

dalam hal pasien menderita kerugian. Penuntutan 

pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika pasien 

menderita cacat permanen atau meninggal dunia, sedangkan 

gugatan secara perdata dapat dilakukan asal pasien menderita 

kerugian meskipun terjadi kesalahan kecil. 

 

3. Malpraktik Medik 

Menurut Ari Yunanto,Cs52, menyebutkan istilah malpraktik dengan 

malapraktik yang diartikan dengan : “praktik kedokteran yang salah, tidak 

tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik.” Istilah ini umumnya 

                                                            
52Ari Yunanto,Cs.,Hukum Pidana Malpraktik Medik”. ANDI. Yogyakarta, 2009. hlm.27 
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digunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara, dan akuntan. 

Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukannya pada 

ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar oleh teman sejawat 

rata-rata dari profesinya didalam masyarakat, hingga mengakibatkan luka, 

kehilangan, atau kerugian pada penerima layanan yang mempercayai mereka, 

termasuk didalamnya adalah sikap tindak profesi yang salah,kurang 

keterampilan yang tidak wajar, menyalahi kewjiban profesi atau hukum, 

praktik yang sangat buruk,ilegal,atau sikap tindak amoral. 

Henry Campell black memberikan definisi malpraktik sebagai 

berikut Malpractice is professional person such a physician, dentist, 

vetenarian, malpractice may be the result of skill or fidelity in the 

performance of professional duties, intentionally wrong doing or illegal or 

unethical practice ( malpraktik adalah kesalahan dalam menjalankan profesi 

sebagai dokter, dokter gigi, dokter hewan. Malpraktik adalah akibat dari sikap 

tidak peduli, kelalaian atau kurang keterampilan, kurang hati – hati dalam 

melaksanakan tugas profesi, berupa pelanggaran yang disengaja, pelanggaran 

hukum atau pelanggaran etika).53 

Pengertian malpraktik medik menurut WMA (World Medical 

Associations) adalah Involves the physician’s failure to conform to the 

standard of care for treatment of the patient’s condition, or a lack of skill, or 

negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an 

injury to the patient (adanya kegagalan dokter untuk menerapkan standar 

                                                            
53Ibid. hlm.28 
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pelayanan terapi terhadap pasien, atau kurangnya keahlian, atau mengabaikan 

perawatan pasien, yang menjadi penyebab langsung terhadap terjadinya 

cedera pada pasien).54 

Veronika menyatakan bahwa istilah malpraktik berasal dari 

malpractic yang pada hakikatnya adalah kesalahan dalam menjalankan 

profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus 

dilakukan dokter. J. Guwandi menyebutkan bahwa malpraktik adalah istilah 

yang mempunyai konotasi buruk, bersifat stigmatis, menyalahkan. 55Praktik 

buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum seperti 

dokter, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan, dan sebagainya . 

Apabila ditujukan kepada profesi medik maka akan disebut malpraktik 

medik.  

Malpraktek adalah praktek kedokteran yang salah atau tidak sesuai 

dengan standar profesi atau standar prosedur operasional. Untuk malpraktek 

dokter dapat dikenai hukum kriminal dan hukum sipil. Malpraktek 

kedokteran kini terdiri dari 4 hal : 

a. Tanggung jawab kriminal; 

b. Malpraktik secara etik; 

c. Tanggung jawab sipil, dan; 

d. Tanggung jawab publik 

 

                                                            
        54 Safitri Hariyani, Sengketa Medik, Diadit Media, 2004 Jakarta, hlm. 58   

55Ibid. hal.29 
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Malpraktek secara Umum, seperti disebutkan di atas, teori tentang 

kelalaian melibatkan lima elemen : 

a. Tugas yang mestinya dikerjakan; 

b. Tugas yang dilalaikan; 

c. Kerugian yang ditimbulkan; 

d. Penyebabnya, dan; 

e. Antisipasi yang dilakukan. 


